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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengambilan
Keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan hewan Tingkat
Provinsi dan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi
penyelanggaraan kesehatan hewan, perlu mengangkat Pejabat
Otoritas Veteriner Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriter,
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi diangkat oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepeutusan Gubernur
tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas

Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat
Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Mengakat Plt. Kepada Bidang Peternakan, Kesehatan hewan dan
Kesehatan masyarkat Veteriner pada Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Sebagai Pejabat
Otoritas Veteriner Provinsi;

Pejabat Otoritas Verteriner Sebagai dimaksud Diktum KESATU
berwenang menjadi kepala tertinggi diwilayah Provinsi Papua Tengah,
meliputi :

a. Penetapan analisi resiko penyakit hewan terhadap Hewan dan
Produk Hewan yang dilalulintaskan dari wilayah provinsi papua;

b. Pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan,
benih, bibit, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar
Gubernur Provinsi Papua Tengah;

c. Penetapan pelaksanaan respon cepat dalam wilayah Provinsi Papua
Tengah;

d. Pemberian rekomendasi penetapan status wabah pada sosial
ekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi Papua Tengah dan
rekomendasi penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur
Papua tengah;

e. Pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dalam 1 (satu)
wilayah Provinsi Papua Tengah;

f. Pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk
hewan dari Provinsi Papua Tengah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2024.
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KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
O HUKUM,

a

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Masing-masing yang bersangkutan.
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